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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

 

PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 94 TAHUN 2021 
 

 

TENTANG 
 

 

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN 

BANGLI 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI, 

Menimbang       : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2) 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang  Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bangli; 

 
Mengingat         : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang  Nomor  69  Tahun  1958  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara   Timur   (Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Tahun     1958    Nomor    122,    Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020 
Nomor   245,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
4.  Undang-Undang    Nomor    36    Tahun    2009    tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5063); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum 
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012 
Nomor 171); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TATA  KELOLA BADAN 

 LAYANAN   UMUM   DAERAH   UNIT   PELAKSANA TEKNIS 

 PUSAT     KESEHATAN     MASYARAKAT     PADA DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN BANGLI. 
 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1.    Daerah adalah Kabupaten Bangli. 

2.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 

3.    Bupati adalah Bupati Bangli. 

4. Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Pusat   Kesehatan   Masyarakat   yang 

selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang  diterapkan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan Daerah pada umumnya. 

6.    Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. 

7.    Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas. 

8. Pola   Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   Daerah   yang 

selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan UPT 

Puskesmas yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. 
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9. Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara 

Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat 

Pengelola dan Staf UPT Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, 

kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing. 

10.  Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

11.  Unit Pelayanan  adalah  unit  yang  menyelenggarakan upaya kesehatan, 

yaitu upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan upaya kesehatan 

masyarakat tingkat pertama. 

12.  Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah 

suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang 

ditujukan untuk   peningkatan,   pencegahan,   penyembuhan   penyakit, 

pengurangan  penderitaan akibat  penyakit  dan  memulihkan  kesehatan 

perseorangan. 

13.  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  UKM  adalah 

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 
 

 

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 
(1)   Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu: 

a. meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan secara lebih efektif dan 
efisien; dan 

b.  meningkatkan  harmonisasi  tata  kerja,  prosedur  kerja,  tugas  dan 
fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

(2)   Tujuan  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  ini  yaitu  meningkatkan  mutu 
pelayanan UPT Puskesmas melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya 

kesehatan masyarakat dan administrasi manajemen. 
 

BAB III  
TATA KELOLA 

 
Pasal 3 

 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Kelola BLUD pada UPT 

Puskesmas. 
(2)     Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan 

pedoman dalam pengelolaan UPT Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan 

kepada masyarakat. 
 

Pasal 4 

 
(1) Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 
I.     Pendahuluan 
II.    Kelembagaan 

A. Kelembagaan; 
B. Prosedur Kerja; 
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C. Pengelompokan Fungsi; 
D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 
E. Pengelolaan Keuangan; dan 
F. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah 

III.   Penutup 
 

 

Pasal 5 

 
Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

BAB IV KETENTUAN 
PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 

 
 

Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 31 Desember 2021 
 

 

BUPATI BANGLI, 

ttd 

SANG NYOMAN SEDANA ARTA 
 

 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 31 Desember 2021 
 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

ttd 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 94 NOMOR 2021 
 


